
RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KOTA SUMBAYA

NOMOR ...... TAHUN ..,...

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN DAN RETRIBUSI PARKIR

DEflGAN RAHIIATTUHAH YAHG MAHA ESA,

WAUKOTA SURABAYA,

bah\ya dalam upafa rnenunjang tersetengqaranfd ketertjban umum dan

menrngkatkan p€layanan kepada mas)€rakat d' bidang perparkiran,

drpcrlukrn kebiFkin pernyelerEgaraan perparkiran fanq terencaB, temadu

dan dapat drlaksarBkan;

bahwa berdasarlan p€ndelegasian Urdang-tJndang Neqara Republik

Indoneia lJomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Oaerah dan Retribusi

Daerah, pengaturan penyelerEgaraan parkjr meruf,akao wewenang daeGh

dan bahyra retribui parkjr termasuk dalam jenis relribusi yang dapat

dipungut oleh pemerintah daerah;

Meiimbang

Mengingat

b.

: 1,

2.

bahrla berdasrkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud datam huruf a

dan b, perlu membentuk Peratu.ao DaeGh tentang Penyelenggaraan

Perparkran dan Retibusi Parkjr;

Pasal 18 ayat (6) Undang UMang Dasar Negara Repubtik Indonera Tahun

1945;

UMang'UMang Nomor 16 Tahun 1950 tentng Pembentukin Daerah Kotia

Besar Dalam Ungkungan Propinsi Ja!.ra Timur/Jawa Tengahrawa Barat dan

DaeGh Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang l^lomor 2 Tahun 1965 (LembaGn Negard Tahun 1965 Nomor 19

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

3. Undang Undang Nomor 8 Tahun 198.1 tentang Hukum Acara pidana

(Lembaran Nmara Tahun l98l Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara

Nomor 1480);



Ljndang-Undang Nomor 38 Tahun 20(H tentarE latan (Lembardn Negara

Tahun 2004 Nornor 132 TambatBn Lembaran Negara Nomor 4444);

9.

7.

L

Undang-UndarE Nomor 22

Jalan (Lembaran Negara

egara Nomor 5025);

Undang-Undang Nomo. 28

Daerah (Lembaran Negard

uegara tlomor 5049);

Tahun 2009 tentarE Lalu Untas dan ArEkutan

Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran

6. Tahun 2009 tentang Pajak oaerah dan Retrib[si

Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran

10

Undanq Undang Nornor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan

Perundang'undaogan (Lembaran tlegaG Republik Indonesia Tahun 2011

lJomor 82, TambalEn Lembaran Negara Republik Irdonesia Nomor 5234);

lJndang-Undaog Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lemhran Negara ReDUbIk Indoneia Tahun 2014 Nomor 2214, Tahbahan

Lembaren llegara ReBrblk lndon€ia Nomor 5587) sebagalmana telah

drubah dengan PeratuGn Pernerintah Pengganti lJMang-Undang Nomor 2

Tahun 2014 (LembaGn Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

2q6)',

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentrng Pelaksanaan Undang-

UnCang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lcmbaran

lJegara Tahun 1983 Nomor 35 Tambahan Lembacn Negara Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 1993 tentang PGsarana dan Lalu

Lintas lalan (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 53 Tambahan Lembaran

lJegara Nomor 3529);

11. Pcraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan

Pengemudr (Lembaran Nelara Tahun 1993 Nomor 64 Tamb€han Lembaran

Negara Nomor 3530);

12. Peraturan Pcmerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi oaerah

(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan lembaran Negara

Nomor 4139);



13. Peratu.dn Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentirE pedoman pembtnaan

dan Pengavasan Penlelenggaraan P€merintahan Daerah (Lembaran NegaE

Tahun 2005 Nornor 165 Tambahao l€mbaran NegaG Nomor 4593);

14. Pc.aturan Pemerintah l{,ornor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (LemtEran

llegara Tahun 2006 Nomor 86 Tambihan Lembaran Negara Nomor 4555);

15. Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 teniang Pembagian urusan

Pemerintahan AntaG Pernerintah, PemerintatEn oaerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Xabupaten/Kota (LembaGn Negara Tahun 2007

lJomor 82 Tambahan Lembardn Negara Nomor 4737);

16. Keputusan llenteri Peftubungan Nomor KH. 65 Tahun 1993 tentang

Faslitas PendukurE Kegiatan talu Lintas dan ArEk tan lalan;

17. Keputusan l.lenteri PerhuburEan Nomor Kl'1.66 Tahun 1993 tentang
' Fasilitas Parkir Unfuk Umum;

18. Keputus€n l:enteri Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 1994 tentang Tata

Gra Parkir;

19. Keputusan t.lenteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman

Tata cara Pemungutan Retribus Daerah;

20. Keputusan l.lenteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata card

Pemeriksaan dr Brdang Retribus Da€rah;

21. Keputusan llenteri Dalam Ncgeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman

Penetapan Tarif Retribusi lasa Umum;

22. Peraturan Daech Kotamadfa DaeGh 
_fngkat II Surabaya Nomor 7 Tahun

1992 tentaog lzin llendirikan Bangunan (Lembardn oaerah Kotamadfa

Daerah Tlngkat Il Surdbaya Tahun 1992 Nomor 5/C);

23. Peraturan Dae.ah Kota Surdbaya Nomor 4 Tahun 2004 rcnting Penyidik

Pegavrai Negeri Sipil Daerah (Lembardn Daerah Kota Surabaya Tahun 2004

Nomor 2/E);



PEMTURAN DAEMH KOTA

PERPARK]RAN DAN RETRIBUSI

SURAEAYA TENTANG PENYELENGGAS,AAN

PARKR

24. Peraturan oaerah Koti Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencna

Tata Rudng V/rla}.ah Kota SurabaF (LembaGn Daemh Kota Surabaya

Tahun 2007 Nornor 3);

25. Peraturan Daerah Kota Surabafa Nomor 8 Tahun 2008 t€ntang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran oaeGh Kota Surabafa Tahun 2008 Nomor I
Tambahan LembaGn Daerah Xota Surabaya Nomor 8);

25. Peraturan Daerah Kota Surabat? Nomor 1l Tahun 2008 tentang Urusan

pemenntahan Yang tleniadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kofa

Surab.ya Tahun 2008 Nornor l1 Tamb.han Lembaran oaerah Kota

Surabafd Nornor I l).

Dengan Pe6etujuan Eersama

DEWAN PERWAKILAN DAERAH KOTA SURI6AYA

dan

WALIKOTA SURlBAYA,

MEI'iUTUSKAN:

Menetapkan :

BAB I
KETEI.ITUAN UHUI'I

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Parkjr adalah keadaan tidak bergerak suafu kendaraan yanq tidak bersifat

sementara.

Juru parkir adatah orang yarE drtunjuk oleh Kepala Dinas yang membldangl

urusan perhubungan Kota SurabaF untuk mengelola tempat parkir di ted

Jalan umum,



Koordinator juru parkrr adalah orarE )€ng ditunjuk oleh Kepala oinas yang

membidangi urusan perhuburEan Kota SurabaF Fnq bertugas

mengkoordinir beberapa juru parkjr sesuai dengan wilaFh kerja yang

d tentukan.

Tempat parkir insidentjl adalah tempat garkrr di tempat jalan umum yarE

tidak diselengqaGkan oleh Pemerintah daerah seGrd tidak tetap ata! tidak

lalan adalah pGsarana trarlsportai daGt melipulj segala bagian Jalan,

termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yarE diperuntuklan

bagi lalu Intas, !€ng b€rada pada permukaan tanah, di atas permukaan

tanah, di ba!.?ah p€rmukaan tnnah dan/atau air k€ruah jalan kereta apt,

Jalan lori dan Flan kabel.

.lalan umum adalah FIan yang drperuntukkan baqi lalu lintas umum.

Parkr adalah keadaan tidak b€rgerak suatu kendraan )ang Udak bersifat

semcntara.

4. Tempat parldr adalah farlitas parkir kendaraan yang disediakan, baik yang

berada di tepi Flan umum, gedurE, faman, dan p€lataran.

5. Tempat Darkrr di tepi Flan umum adalah Fasilitas parkrr kendaraan di tepi

jalan umum yarE drtentukknn oleh Pemerinlah Daerah.

I

7.

9.

11.

12.

lO. .luru parkjr adalah orang !"ng bertugas mengelola tempat parkir di tepi

jalan umum dan dituniuk oleh Kepala Dinas t?ng membidangr urusan

Derhubungan Kota Surabaya.

Tempat parkjr dr tepi jalan umum adabh fasilitis parkir kendaraan di tepi

jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah oaerah.

Tempat parkir insidentladalah fasilitas parkir kendaraan di tepljalan umum

yang drsclcnggarakan oleh Pemerintah Daerah secara tidak tetap.

3.

1

!



14.

l7

15.

15.

I3.

,,Hflll

Tempit khusus parkir adatah tem[Et }.arE seGra khusus drsediakan, dimilikJ

dan/atau djkelola oteh pern€rintah Oaerah yang meliputi pelatararv

lingkungan parkir. tarnan pi*ir dan gedurE parkjr.

Ternpat parkir wisata adalih tempat thusus parkir yang disectiakan untuk

melayani Can menunFrE kegiatan wisata.

Karos parkjr adalah tanda bukti p€mbifaGn parkir atas pefilakaian tempat

parkir etas setiap keriaraan.

Retribue parkjr adalah

pelayanan parkir bagi

memantaatkan palkir di

purButan yang djkerEkan atas penydjaan jasa

kendaraan angkutan orang atau baranll yang

tepilalan umum atau tempat khusus trorkjr.

18.

19.

20.

Bangunan umum adalah suatu bangunan yang digunakan sebaqai tempat

usha atau penyediaan fasrlitas pelayanan umum.

l'lesin pa*jr adahh suatu alat farE dipasang atnu dipergunakan untuk

menghrtung serya atau retnbusi parkjr secra otomatis-

Kendaraan adalah suatu alat b€rgerak di jalan terdiri termasuk kendaraan

yang digerakkan oleh motor atau tenaga oGng atau hewan.

Pajak pa*rr adalah paFk atas penyelenggaraan tempat parkjr dr luar

badan )alan, baik fang disediabn beriGitan dengan pokok usaha maupun

yang drs€drakan sebagai suatu usal]a, termasuk p€nyediaan tempat

pcntrpen keMaraan bermotor,

21. Retribusi parkrr dr tep jalan umum yang selanlutnya disebut retribusi adalah

pungutan sebagai pembayaran atas penyediaan pelayanan parkir di tepi

lalan umum.

22. Retibus tempat parkjr klusus adalah pungutan sebagat p€mbayaran atas

pclayanan penyediaan tempat parkir yang khusus drs€diakan, dimilikl

danlatau drkelola oleh PemerinLah Daerah, tjdak termrsuk yang disediakan

dan dikelola oleh Eadan Usaha l4ilk Daech dan pihak swasta.1
I
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21. Parkjr progreef adalah suatu tlentuk p€tayanan Fsa parkjr dengan trrif
parkjr benambah setiap lam beakutn)".

24. Parkir vallet adalah suatu bentuk petayanan jasa parkjr oteh petugas parkjr

sehlngga ,nemtr€rikan kemudahan bagi pengguna parkir

25. Parkr zona adalah suatu bentuk p€iayanan Fsa parkjr dengan ditetapkan

tarif terseMiri berdasarkin zooa atau karvasan tertentu,

26. Parkir bedanggaBn adalah suatu bentuk p€mbayaran dr muka aiis
perayanan lasa parkr untuk sr4tu p€node tertenfu,

27. Parkir elektronik adalah suatu bentuk pelaFrEn parkir otomatis berupa

mesin yang menunjukkan taif atau retribusi parkir.

28. \Vajrb retnbue adalah oGng pribadi atau badan yang menurut peraturan

perundangundangan rehbusi diy/ajibkan untuk melakukan pembayaran

'retribusi, terrnasuk pemungut Btau pemotong retribus Enentu,

29. Surat Ket.tacan Retnbue Daerah Fng selanjutnya dapat disingkat SKRD

adalah surat keteiapan retribu! Fog menentukan besarnF pokok ret ibusi.

30. Surat Ketetalan Reirbue oaerah Lebih gayar yang selanji.Jtnya disingkat

SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi lrang menenfukan jumlah

kelebihan Demba)€ran retnbui karena jumlah kedit retribusi lebbih besar

daripada retrbusi Fng terutarE atau tjdak seharusnfa terutang.

31. Surat Te! hzn Retnbur Dacrah )€rE s€lanjutnya dirngkrt STRD adalah

surat untuk melakukan tagrhan retrjbusi danlatau sankS administras berupa

bunqa dan/atau deMa.

BA8 II

PENYELENGGAR,AAN TE PAT PARKIR

Pael2

(l) Pemenntah Daerah be^yenang menyelenggarakan tempat parkrr dr oaerah.

7



(2) Dalam menyelerEgarabn tempat parkjr. pemerinLah dapat bekerja sama

dengan orang atau bactan.

PasatS

(l) Penyelenggaraan tempat partjr oleh Pemenntah Daerah meliputi:

a. Parkir di teFli Flan umum;

b. Tempat khusus parkr.

(2) Pe,ayanan iasa parkjr atas penyelengqaraan tempat parkir dapat dilakukan

dengan cEra:

a. Pembayardn laDJgJrE;

b, ParUr zona;

c. Parkjr progresil;

d. Parkr berlangganan;

i:. Parkir elektronik;

f Parkir insidentil.

(3) Parkir insidentrl dapat diselenggarakan di ruang milik jalan apabila parkir dl

luar ruang milik jalan telah melebihi ,<apaEtas,

(4) Penggunaan p3rkir pada ruang milik ralan s€bagaimana dimak$d pada ayat

(3) harus d,lakukan dengan pertjmbangan tidak mengganggu keselamatan,

ketertiban dan kelancaran lalu linEs.

(5) Penggunaan parkir pada ruang milik jalan sebagaimana dimakrid pada ayat

(l) wajib menggunakan izin fErkir in$dentil.

(6) Ruang mi,ik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Flan

lolektor atau Flan lokal berdasarkan kalya9n (zoning) pcngendalian

Parkir.

(7) Penyelenggaraan lasilitis Parkr'r di dalam ruang milik Jalan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 a)"t (l), harus memp€rlEtikan:

a. lebar lalan;

b. volume talu Lintas;

,a



c.

d.

e.

s.

karaktcrist k ke(epatan;

dimensi kendaraan;

peruntukkan Iahan sekjtnmra;

Peranan Jalan bersargkutan; dan

kcp.ntrnoan pcnyandang disabrl tas.

I

).
1

(8) Faslrtas Pelalan Kaki dikecualikin penggunaannfa sebagai Fasilitas parkjr

dan aktilltas ekonomi.

(9) Ketentuan lebih lanjut rnengenai penyelenggaraan tempat parkir dan

pelayanan parkir sebagairnana dimaksud pada ayal (1) dan (2), diatur

dengan Peraturan Kepala oaerah.

8A8 III
PERIZI MN TEHPAT PARKIR

Pasal4

(l) Setiap orang atau badan yarE menyelenggarakin parkr wa}b memilikl izin.

(2) Kepala Daerah dapat memb€rikan izn penyelenggaraan tempat parkir

kepada orang atau badan sesuar ketentuan perafuran perundang-lndanqan.

(3) xepala oaerah dapat rn€limpahkan kewenangan pemb€rian lrin

sebagaimana dimakud kepada Kepala Dinas )€ng membidangi urusan

perhubungan.

(4) lzin penyelenggaraan tempat parkir oleh oGng atau badan sebagalmana

dimaksud pada ayat (2) bcrlaku selama 2 (dua) bhun dan dapat

dipcrpanFng.

(5) Setiap pcnyclenggaraan temp3t parkir rJajjb mcmbayar pa)ak parkir.

(6) (etentuan lebih lanjuf mengenai persfaratan dan t ta c.ra memperoleh izin

penyclenggaraan tempat parkir diatur dengan Perafuran Kepala Daerah.
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Pasal 5
-.-.--

(l) PenyelerEgaraan parkjr oleh orang atau badan wajib:

a. flenFga keamanan, letertjban dan kelancaran dalam lokisi tempal

Patl.r;

b. l.lelaporkan kepada pemb€ri izin apabila akan merEalihkan

pen)€leoggaGan tempat parkir kepada pihak lain;

c. Ilengasuransikan perihal kehilangan kendaraan;

--1. tlembat"r pajak parkir sesuat derEan ketentuan p€rundang.undangan.

(2) Ketentuan sebagaimarE dimaksud pada ayat (l) dimuat dalam sural irn
penyele:r99araan parkjr.

(l) Dalam hal penyelenggara tempat parkr tidak mengasuraoslkan p€rihal

kehilangan kendaraan, maka penyelerEgaG rErbr bertanggungFwab

penuh dan r.rajib mertgganti apabila teriadi kehilanqan kendaraan di teDpat

, 
Parkir.

8A8 IV

LOKISI TEMPAT PARKIR

Pas.l5

(1) Lokasr tempat parkir di tepi jalan umum dan temp€t khusus parkir

ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(2) Penetapan lokasi tempat parKr sebagaimana drmaksud pada ayat (1)

memperhatjkan:

a. Rencana Tata Ruang Kota;

b. Keselamatan dan kelan@ran lalu lintas;

c, Penataan dan kelesErian lingkunqan;

d. Kemudahan bagi perEguna Fsa.

PasalT

(l) Serrap beng,Jnan umum rvajib dilerBkapidengan tempat p:rkir berdasarkan

standar kebutuhan tenrpat parkir untuk b€ngunan lrnum,

10
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(2) Apabila pen)€diaan tempat parkir s€bagaimana dimaksud pada ayat (1)

trdak memungUnkan, dapat dins€hakin se@ra kolektif atau bersama'sama

dengan ba.Euoan-bangunan umum larnnfa )€ng berdekatan,

BAB V

TARIF PARKIR ATAS PENYETENGGARIAN TEHPAT PARKIR

PasalS

Setiap orang atau badan larE menyelenggarakan tempat parkir dapat memungut

retribus sesuai tarif parkir.

Pa9t 9

( I) Tarf parkir sebagarmana dirnaksud pada Pasal I ditetapkan scbagai berikut:

a. Tarif parkrr tetap untuk satu kal parkir:

l. Kendaraan truck derEan ganderEan, trailer atau kendaraan larn

. )€ng seFois, seb€s€r Rp. 7.000,00 (tuiuh ribu rupiah);

2. xendaraan tnick, bus dan aht b€say'berat atau kendaraan larn yang

sejenrs, setiesar Rp. 6-000,00 (enam ribu rupiah);

3. Kendaraan t^rk mrni dan kendaraan lain Yang s€jenis, sebesar Rp.

6.000,00 (enam nbu ruPiah);

4, Kendaraan mobrl s€dan, prck up atau keodaraan lain yang sejenis,

sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu ruprah);

5. Kendaraan sep€da motor scbesar Rp 2 000,00 (dua nbu rupiah);

6. Kendaraan sep€da, sebesar Rp. 1.000,00 (seflbu rupiah);

b. Tarrf parkir progresifi

I. Kendaraan trlrk gaMengan, Vailer atau kendaraan lain yang

sF-jenis, untuk 2 (dua) iam p€rtama sebesar Rp. 7.000,00 (tujuh

nbu rupiah), untuk seirap I (satu) jam berikutnya s€bcsar Rp.

3.500,00 (tiga nbu Ima ratus rupiah) dan paling banyak s€besEr Rp.

r5 000,00 (lirsa bclas rrbu rupiah);

2, Kendaraaa tnrck mrni dan kendaraan lain yang sejenrs, untuk 2

(dua) lam p€(ama sebesar Rp. 6 000,00 (enam rrbu rupiah), unluk

setrap I (gatu) lam berikutnya seb€a.r Rp 3 000,00 (tiga ribu

ruplah) dan patrng banyak scbeer Rp. 12 000,00 (dLra belas ribu

rupah)j

11
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d.
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l. Kefdaraan rnobil sedan, prck up atau kendaraan lain yang s€jents,

untuk 2 (dua) Fm pertarna sebcaar Rp. 4.000,00 (empat ribu

rup'ah), untuk setiap I (satu) Fm berikutnya sebesar Rp. 2.0m,00

(dua ribu ruprah) dan palng banyak sehsar Rp. 10.000,00 (s€puluh

nbu rupiah);

4- Keodaraan scpcda motor untuk 2 (dua) Fm pertama sebesar Rp.

2 000,00 (dua nbu ruprah), untuk sctiap I (satu) jam beflkutnya

sebesar Rp. 1.000,00 (senbu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp.

8-000,00 (delapan nbu rupiah);

5. Kcndaraan sepeda untuk 2 (dua) Fm p€rtama sebesir Rp. 1.000,00

(scibu rupiah), untuk setrap 1 (satu) lam b€rikutnya seb€sr Rp,

500,00 (lima rat,Js rupiah) dao paling banyak sebesar Rp 5.000,00

flima nbu rupiah);

Tanf prrkir vallet atau pa*ir yang membenkan pelayanan sej€nrs

drtelapkan pahng ban)zk sebegr Rp. 50.000,00 (lirna puluh nbu rupiah)

untuk satrap l(Elr parkrr;

Tanf parkir khusus drtetapkan paling banyak seb€sar Rp. 250.000,00

(dua ratus Ima puluh nbu rupiah) dan paling sedrkit sebesar Rp.

150.000.00 (serat'rs lirna puluh ribu rupiah) s€trap bulan.
;.
l
!
I

l_
I

:i

'

(2) Besarnla bnf sebagaifiEna drmaksud pada alat (l). sudah termasuk

pembafaran Dremi asuransj kehilangan keMaraan.

(3) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan temFt parkir dllaranq

memungut tanf parkir melebihi ketentuan tariF parkir s€bagaimana diatur

dalam o€raturan daerdh rni.

BA8 \'I
KARCIS PARKIR

Pas.l l0

(1) Pengadaan Karos Parkjr pada temFr parkrr yang dis€lenggarakan oleh

Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas lang membidarBi urusan

pc.hubungan dan uvajib diporporasi.

(2) Pcngadaan Karos Parkir pada tempat pa*,r yang diselenggarakin oleh

orang atau badan drlaksanakan oleh orang atau badan fdng bersangkutan.

12



(3) Kards parkir sebagainEna drrnak$d pada a!€t (2) wajib diporporasi oleh

Pemerintah Daerah. kecuali bagi temFl parldr yang meggunatan mesin

ptarkir.

(4) Pencetakan karos partir rvajib m€.nenuhi standar t€knis pengamanan,

(5) Ketentuao lebrh laniut merEenai slandar teknis pengamanan sebagairnana

dimak$d pada aFt (4), diatur dengan Peraturan Kepala oaerah,

Pasal Il

(l) Karos Parkir memuat data s€bagai b€rikd;

a. Nomor Seri;

b. Nama.ienis pirngutan;

c. Dasar hukum pungutanlzin penyelenggaraan parkir;

d. Nomor unJt karos Frkjr;

e. Eesamla ret rbusi/sewa;

f. \/aktu masuk dan keluamya kendardan;

g. Nomor polisi kendaraan;

h. AiuranE;

r. Hari, tanggal, bulan dan tahun;

j. Nomor telePon Pengaduan;

(2) Xetentuan lebih lanjut merEerEi bentu( ukuGn dan warna karcis s€rta

ketentuan larnnla diafur derBan Peraturan KepBla Daerah

BAB VII

MTIEU DAN F1ARKA PARKIR

Pasal 12

(l) Pada tempt parkrr harus drpasang tanda_tanda F€rkir berupa:

a. Rarnbu parkrr; dan/atau

b. llarka Parkjr

13
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(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (t) berlaku juga bagi tempat

parkir )"ng menggunakan parkir elektronik

12)

(l)

(2) Petuga5 Parfur s4bagaimana

terdirii

a. Juru parkr;

&A8 VIII

TATA TERTIB PARKIR

Pasat 13

Setiap pemakai tempat parkir, dilararE rhemarkjr kendardan di tu3r batas

tempai parirr.

Setiap p€makai tempat fErkir dilardng menempatkan kendaraan yang dapat

mengurangi atau merintangi kebebasin kendaraan-kendaGan yang akan

keluar atau masuk tempat parkjr dan/atiu dapat menyebabkan gangguan

kelancaran lalu lintas.

Pasal 14

Pefugas parkir berker{aliban untuk:

a. llembenkao pelayanan masuk dan keluamya kendardan di tempat parkjr

)"n9 rn€njadi tan99un9 Frvabn)";

b. t'lenii,ga keterbban dan keamanan terhadap kendaraan yang diparkir di

tempat parkjr yang menFdr tanggung FwabnF;

c. Illenyerahkan karos parkir yang magh b€rlaku dan menerima p€mbayardn

tanf pa*jr sesuar derEan tarif parkir yang ditetapkan; dan

d. Flamatuhi batas-batas lolasi tempat parlcr yang telah ditetapkan.

Pasal 15

---(I) Pemedntih Daerah t€rke'rvajiban memberikan honoraium kepada petugas

parkir di tempat !"n9 drkelola oleh Pemerintah Daerah lesoai dengan

ketentuan yang berlaku.

0,,.*.,0-ioui;;iio a;O*o.rr=*t, I
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b. Koordjnator juru parkrr;

(3) Penrgas Parl.jr setEgairnarE dimaksud pada afdt (2), memakai seragam/
identrtas fang ditetapkan derEan Keputusan Kepata Daerah.

BAB IX

PETJGENOALIAN PARKIR

BAB X

T'IH PERTIMMI{GAN PERPARKIMN

%et 16

Pengendalian palkir kerdaraan, drakukan bagi:

a. Kendaraan )"ng parkir di luar rambu-rambu; danlatau

b. Kegiatan perf,arkiran !€rE drtakukan oleh orang/badan usaha yang

melanggar keteohlan perizinan

. Pasal 17

Setiap pemilik danlatau p€ngemudi kendaGan dilarang parkir di ruang mitik Jatan

yang t,dak terdapat ma*a parkir, rambu parkir dan/atau bukan tempat flarkr.

pasal lg

(l) Untuk mearbenkan Ertimbangan datam bidang perpnrkiran dr Daerah dap€t

drb,cnluk Tim Pedrmb.ngan Perparfuran yang b€rtugas:

a. l.lenentukan penrbagian tugas dan peran maing-masinq institusi dalam

penyelenggaraan p€rparkran dan retnbusl parklr;

b. llenentukan target purButan retribusi parkrr untuk periode tcdentu;

c lleoentukan kntena penghrtungan pendapatan retribui untuk

menentukan tnsentif pemungutan.

(2) Tnr pertrnrbangan Perparlrran rn€libatkan unsur instan$ pcmcrintah yang

tcrP.]t urusan pcrhubungan dan p€ndapatan dacrah yanq ditetapkan

den93n Kepulusan Xepala Daerah.

l5



BAB XI

NAI'IA OBJEK DAN SU8]EK RETRIBUSI

paet 19

Pemerintah Daerah benvenarE rir€m!,ngut retribusi derEan nama retribusi parkjr

di tepi .jalan umum atas pelayanan pirtrr di tefi Ftan umum yang telah

disediakan.

pasal20

Pemenniah Daerdh beMenarE memungut retribusi dengan nama tetribusl parkir

di tempat khusus parkir alas pela}?nan pafiir di tempat khusus parhr )"n9 tetah

disediakan.

Pasal24

. pasal 2t

Obiek retnbusi parkjr di tepi Flan umum adalah p€nyediaan pelayanan parkir di

tepi )alan umum yarE ditentukan oleh Pemerintah DaeGh sesuai ketentuan

pcraturan p€rundan9-undangan,

pasat 22

Ob}ek retnbusi tempat khusus f,arkir adalah pelayanan penyediaan tempat

khusus parkir yang drsediakan oleh Pemerintah oaerah meiiputi:

a. Pelataran/langkungan parkir;

b. Taman pa*ir;

c. Gedung parkir.

Paral 23

Sub)ek retnbus parfur di tep lalan umum adalah orang pribadi atau badan yang

mendapatkan pelayanan parkjr di tepijalan umum.

16
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Subiek ret jbus temlEt khusus partir adalah orarE pnbadi atau badan !€n9. mendapa*an pelayanan parkjr di tempat khusus pa*ir

M8 XII

@LONGAN RETR]BUSI

pasat 25

Rct busi parkjr di tepi Flan umum diolorEkan sebagai Retribusi Jasa Umum,

. pasal26

Retribu$ tempat khusus parkir d€otorEkan sebagai Ret rbusi Jasa Usaha.

BA8 XIII

CAR]c }IEGUKUR TINGKAT PENGGUNMN JASA

pasat 27

Cara mengukur tingkat penggunaan Fsa parkir di tepi FIan umum drhitung

berdasarkan Jenis kerdaraan dan Fngka $/aktu pemanfaatan iasa pelayanan

Partir.

pasat28

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa parkjr di tempat khusJs parkr c,iukur

berdas€rkan kekuenE, Fngki naktu fErkjr dan/atau jenis kendaraan.

8AB XIV

PRINSIP OAN sAsAMN DALAI'I PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TA.RIF

RETRISUSI PARKIR

pasat29

17
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(l) Prinsip dan sasaran dalam peietapan tarif retriblsi parkir ditetapkan dengan

memperhabkan ttafd penyediaan Fsa )"ng bersangkutan, temampuan

masyarakat aspek keadihn dan elekbfitas pengendalian atis pengendalian

atas pela!"nan ters4bul

(2) Eiaya sebagairnana dirnatsud pada ayat (1) meliputi biaya operdsl,

pemeliharaaq Uafd burEa dan baya rnodal.

BA8 XV

SIRUKTUR DAN SESARNYA TAR]F RETRIBUSI PARKIR

pasat 30

Struktur dan b€saran tarif reuibusi parl{r di lep lalan umum ditetapkan sebagal

berikut:

a. Untuk satu kali parfur:

. L tlobrl penumpang dan mobil bararE dengan jumlah b€rat yang

drDerbolehkan (lBB) kuGng dari atau sama dengan 3.500 kg (tiga rrbu

hma ratus kilogram), rnelputj:

a) Kendaraan truck mini atau kerdaraan fang seienis, dikenakan

retribus sebesar Rp. 5-000,00 (ltma nbu rupiah);

b) Kendaraan rnobil sedan, pick up atau kendaraan lain yang s€jenis

drkenakan retnbus 5€b€5ar Rp. 3.000,00 (tjga nbu rupiah).

2. llobil penumpang dan mobil baGng dengan iumlah berat yang

dipcrbolehkio (lgB) lebrh dari 3.500 kg (tjga rrbu lima ratus klogram),

mehputi:

a) Kendaraan truck derEan ganderEan. trailer ataL, kendaraan yang

seFnis, dikenalan retritrusi sebesar Rp. 7.000.00 (tujuh nbu

rurrah);

b) Kendaraan tnrk, bus atau alat b€sar/berat lainnya yang sejenis,

drkenakao retribusi s€besar Rp, 6.000,00 (enam ribu rupiah)

3. Kendaraan s€peda motor, dikenakan retnbui sebesar Rp. 1.000.00

{seflbu ruprah);

b. untuk satu kali prrkjr di tempat pa*ir irsidentil:

1. tlobil penumpang dan mobil bararE dengan jumlah berat yang

drperbolehkan (JBB) kuBng dari atau ema dengan 3.500 kg (tiga ribu

lma ratus krlogram), meliput:

l8
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a) KendaGan tru<k mini atau kendaraan fang s€ienis, dikenakin

retribusi sebesar Rp. 6.000.m (erEm ribu rupiah);

b) Kendaraan mob,l s€dan, pid up atau kendaraan lain yarE sej€nls

dikenak n retnbui s€besar Rp, 4.000,00 (empat ribu rupiah).

2- l,lobrl penumpang dan fiobil bararE d€ngan jumlah berat yarE

diperbolehkan (JBg) leuh dan 3.500 kg (tiga ribu lima ratu5 krlogrdm),

mehPLti:

a) KeMaraan trLrk derEan ganderEan, trailer atau kendaraan Yang

selenis, drkenakan reiribusr sebear Rp.8.000,00 (delapan riul

rupiah);

b) Kendaraan tnck, bus atau aht besar/berat lainnYa yarE s€)enis,

drkenakan retritxrg s€besnr Rp. 7.000,00 (tujuh nbu rupaah)

3. Kendaraan sepeda motor, drkenakan retribus! sebesar Rp 2.000,00

(dua nbu ruprah);

c. Untuk satu kali parkir di tempat parkir zoia:

l. ltlobil penumpang dan mobil barang dengan jumlah b€ral yang

dlperbolehkan (JgB) kuranq dari atau s.ma denqan 3.500 kg (tiga nbu

' lma ratus krlogram), tneliputi:

a) KenCaraan t^rck mini atau kendaraan yang sejenis, drkenakan

retfibusi sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lama ratus ruprah);

b) KeMaraan mobil sedan, pick up atau kendaraan lain yarE s€Jenis

dlkenakan retnbue s€-besar Rp. 5.000,00 (lma ribu rupiah)

2. tlobil penumpang dan mobil bardrE dengan jumlah berdt yarE

dLperbolehkan ()BB) lebrh dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratu5 k logram),

melipul:

a) XeMaraan tn,cl derEan ganderEan, trailer atau kendaraan yarE

selenrs, drkenakin retribus sebesar Rp. 15.000,00 (lima b€las ribu

ruprah);

b) Kendaraan truck. bus atau alat besar/berat lainnya yang sejenis,

drkenakan retntusr s€b€sar Rp, 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

3. Kendaraan sepeda motor, dikenakan retribui sebesar Rp. 2.000,00

(dua nbu ruprah);

4. Kendaraan sepeda. drkenakan retnbusi sebesar Rp. 1 000,00 (scnbu

ruPiah).

Pasal I I
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Struktur dan besran tirif retribusi parkjr di Tempat Khusus Parklr ditetapkan

seb3gai benkirt:

a. Untuk satu kala Parkjr di PelataraolinqkurEan/gedung/taman:

l tlobrl penumpang dao mobil t.cng dengan jumlah berat fdrE

drperbolehkan (.188) kurarE dari atau sama dengan 3.500 kg ([9a ribu

Ima ratus kilogram), meliPuti:

a) KeMaraan tnck mini atau kendardan Fng seFnis, dikenakin

retflbusi sebeer Rp. 1.000,00 (tjga ribu rupiah);

b) Kendaraan mobrl sedan, Prck up atau kendaraan la'n yang s€lenis

d kenakan retnbui sebesar Rp. 3 000,00 (tiga ribu rupiah)'

2 l.lobil penumpang dan mobil baGng dengan jumlah b€rat yalE

drpcrbolehkan (lBB) lcbih dan 3 5OO kg (tiga ribu lima ratus kjlogram),

melpdr kendarztan truck, bus atau alat besar/berdt lainn)" yarE

sejenis, drkenakan retnbusi s€b6.r Rp 5.000,00 (enam ribu rupiah)

3. Kendaraan sepeda motor, dikenakin rettabusi sebesar Rp, 2 000,00

(dua nbu rudah);

4. Kendaraan sepeda, drkenatan retnbusi s€b€sar Rp. 1,000,00 (s€ribu

' rupiah).

b. Untuk satu kali parkjr di tempat wisata:

L tlcbil penumpang dan mobil barang dengan jumiah b€rat yang

drperbclehkan (lBB) kuGng dari atau sama dengan 1.500 kg (tiga ribu

hma ratus kilogGm), meliPutj:

a) Kendaraan tnKk mini atau kendaraan yang -jenis, dikenalan

reribusi sebcs.r Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

b) Kendaraan mobrl s€dan, pick up atau kendardan lain yang sejenis

drkenakan retnbue sebes.r Rp. 5.000.00 (litna bu rupiah).

2. tlobrl pcnumpang dan mobll bararE dengan )!,mlah berat fang

diperbolehkan (lBB) lebih dari 3.500 kg (tjqa ribu lima ratus kjlogram),

melpuli kendaraan tr(k, bus atau lainnya yang s€jenis, dikenakan

retnbusr sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu ruplah)

3. Kendaraan sep€da motor, dikenakan retribus sebesar Rp. 2 000,00

(dua r'bu ruPrah);

zi. Kendaraan sepcia, drkenakan retnbusi sebesar Rp 1000,00 (senbu

ruprah).

Pasal 32
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(l) Besiran tanf reBibusi f,arkjr sebagairnana dirnaksud dalam pasal 30 dan
Pasal 31 sudah termasuk pembaFran premi asuransi kehitangan

kendaraan,

(2) Ketentuan lebih laniut mengerEi pembayaran premt asuransj dan tat Gra
pengganban kehitarEan kendaGan sebagaimana dimalGud pida afat (1)

diatur dengan Peraturan KetBta Daerah.

8AB XVI

PEI'IYESUAIAN TARIF REIRIBUSI

pasat 33

(1) Tarif retnbusi drunjau kembah paling tarna 3 (Uga) tahun sekati.

(2) Penrn)auen tarit retribusi sebagaimana dimaksud pada a)"t (t) dilakukan

' dengan memperhatikan indels hBrga dan p€rkeftbangan p€rekonomlan.

(3) Pen,nFuan tariF retibusi s€bagai.narE dimaksud pada ayai (2) ditetapkan

dengan Peraturan Kepala Daerah

BA8 XV1I

TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUIAN

Pasal 34

(1) Reirbusi drpungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan,

(2) Dckumen lain yang dipersamakrn sebagaimarE dimaksud pada ayat (l)
dapat berupa kErcis parkir dan bukti langganan.

(3) Hasil pemungdan .etnbusi sebagaimana dimakud dalam Pasal 8 dis€tor ke

Rekening L,mum Xas Daerdh p3ling lama I (satu) hari kerF,

(4) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutirn

retribusr diatur dalam Peraturan Kepala DaeGh.



8AB XVIII

SITT RETRIBUSI ]ERUIANC

pasat35

Sart retnbusi teMarE tsdatah pada saai diterapkan SKRO atau dokumen laln
Yanq drpers€makan.

BA8 XIX

TATA C,AXA PEI.I BAYANAN

pasat36

(l) Pemba)€ran Retnbusi !"n9 terutarE harus drbayar sekaltgus.

(2) Retrbui yang terutang drtunasi f,ada saat dib€rikan SKRD/dokumen latn
yang dipeEamakan atau setetah menerjma pelayanan parkir dart
Pemenntah DaeGh.

(3) Tata cara pembayaran, p€nyetoran, tempar pembafaran rertjbusl diatur
lebih Ianjut dalam peratucn Kepita Daerdh.

848 )C(

TATA CARA PENAGIMN

pasatiT

(l) Penagihan rekrbusi ten tang mengqunalan STRO dan didahutui dengan
surat teguran,

(2) Surat teguran atau surat peringat?n atau surat lain fang sejenis sebagal
ar,ral tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dilejuarkan 7 (tuJrjh) had
seiak saat jatuh tempo pembafaran.

(3) oalam iangka y6ktu 7 (tujuh) hari setetah Enggal suGt teguran atau surat
pelngatan atau surat lain yang selenis disampaikan, wajib retribusl haru5
melunas retribusi yarE terutarE.
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(4) Surat teguran, surat penngatan alau srrat tain fang sejenis sebagatmana

drmaLgud paCa ayat (2), diketLrarkan oleh Kepala Oaerah atau pejabat fdrE
ditunluk.

8AB rc(I

PEIIGURANGAiI, XERINGANAN OA PEI.IEE8ASAN RETXISUSI

pasatlo

(1) Kepala Daerah dapat rnembenkan p€ngurangan, keringanan dan

pembebas€n retribusi,

(2) Pengurangan, keringanan dan p€mbebasan rertibus sebagaimana dimaksud

pada a!"t (l) diberikan dengan memperhatjkan kemampuan wajib retribu$.

(3). Ketentuan lebih hnjut mengenai tata card penguGrEan, keringanan dan

pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada afat (l) diatur dalam

Pcraturan Kepala Daerah,

BA8 )CxIll

KEBEMTAN

pasat 39

(l) Wajib retnbue dapat mengajuXan keberatan kepada Kepala Daerah atas

SKRD atau dokumen lain )"n9 dipersamakan.

(2) Keberatan dia.iukan secara tertuhs dalam bahasa lndorrcsia dengan dis€rtai

alasan-alasan yang jelas.

(3) (cberatan harus drajukan dalam jangka waktu palrng lama 3 (tjga) bulan

sejak tanggal SKRo drterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat

menunjukkin bahr?a iangka waktu itu tjdak dapat dipenuhi karena di luar

kckuasaann)".

(4) Keadaan dr luar kekuasaannya sebagarrn:rna dimakud pada a,"t (3) adalah

suatu keadaan kahar atau diluar kehendak wajib retribusi.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusl dan

pelakianaan penagihan relribusi.
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(l)

(2)

(3)

(4)

Pasat.tO

Kepela Daerah dalam jangk waktu patirE tama G (enam) bulan sejak

tanggal surat keb€ratin d(erima harus memberikan keputusan at s

keb+ratan yarE diajukan dengan menertitkan Surat Keputusan KebeGtan.

Ketentuan ebagairnana dimaks{d pada aFt (l) adatah untuk memberikan

kepastjan hukum bagr y."jib refibusi, bahvra keberatan yang djajukan harlrs

diberi kepLlugn oreh Keoala oaerah.

Keputusan Kepala DaeGh atas kebeGtann dapat berupa menerima

SeluruhnF atau sebagian, m€rrclak atau menambah besamya retrjbug yang

terulan9.

Apabrla iangka y/aktu sebagairnana dimakud pada ayat (l) tetah lewat dan

Kepala Daerah tidak rnemberikan suatu keputus.n, keb€ratin yang diajukan

tersebut drarEgap dikabulkan.

Pa93l(l

Jika pengaluan keb€ratan dikabulkan sebagian atau s€luruhnya, Ietebihan

pemt1a)"Gn retribui drkembalikan dengan ditambah imbatan bunga

s€be5ar 2% (dua persen) sebirlan untuk fElinq lama I2 (dua belas) bulan.

lmbalan bunga sebagaimana dirnaksud pada a}.ar (1) dihjtung s€Jak bulan

pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKR0L8.

(r)

(2)

BAB }TTV

PENGEI.!BALIAN KELEEIHAN PEMBAYARAN

(1)

(2)

(3)

pasal 42

Atas kelebihan pembayaran relribui, wa)ib retribusi berhak mengajukan

permohonan penqembalan kepada Kepala Daerah.

Kepala Daerah dalam jangka y/aktu paling lama 5 (enam) bulan se.jak

diterimenya permohonan pengembalian kelebih€n pembayaran rehibusl,

harus membe kan keputusan,

Apabila langka rvaktu sebngaimana drmaksud p.da ayat (2) telah dilampaul

dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, O€rmohonan
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(4)

(5)

(6)

fl.rd'.n
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tengembalian p€mbayaran retnbusj diarEgap dikabulkan dan SKRoLE harus

drterbitkan dalam Fryka waktu paling lama I (satu) bulan.

Apabrla \'/ajrb retribrrsi rnempun)"i utang retribusi lainnya, keleblhan

pembalaran retribusi sebagarmana dimaksud pada ayat (1) langsung

diperhrtnugl3n untuk meluna! terlebih dahulu utang reuibusi tersebut.

Pengembalian kelebihao pmebayaGn retribusi sebagaimana dimaksud pada

ayat (l) dilakukan dalam iangka lvaktu paling lama 2 (dua) bulan seFk

drterbrtkannla 5KRDl.3.

I ka pengembalian kelebihan pembafdGn retribusi dilakukan setelah lewat

jangka ryaktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimakud pada ayal (5), Kepala

Daerah membenxan imbalan bunga s€besEr 29o (dua persen) s€bulan atas

keterlambatan pembafaran kelebrhan pembayaran retribusi.

Tata cra perEembalian lkelebihan pembayaran retribusi setlagaimarE

drmaksrd pada ayat (l) diatur dalam PeratuGn Kepala oaerah.

(7)

(1)

(2)

(4)

BAB }Cry

KEDALU\'./ARSA PENAGIHAN

Pasal4l

Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaltMarsa setelah

rnelampaui y/aktu 3 (tiga) tahun terhrtung sejak saat terutangnya retriblsi,

kecualijikn y/ajib reinbue melakukan tindak pidana relribusi.

Kedalu\yarsa penagihan retnbusi scb.gaimana dimakud pada ayat (l)

tertangguh apabila:

a. diterb(kan Surat Tegurani alau

b. ada pengakuan utanq retibusi dari Y/ajib retribusi baik langsung

maupuo tjdak lan9sung

Dalam hal diterbitkan Surat TeguGn sebagaimana djmaksud pada alat (2)

huruf a, kedalu\rarsa penagihan drhitung sejak tanggal diterimanya Surat

Teguran tersebut,

Pengakuan utang retribusi se(ara langsung Sebagaimana dimakud pada

ayat (2) hurut b adalah viajtb ret ibusi dengan kesadarannya menfatakan

masih mernpunyai utarE ret ibusi dan belum melunasrnya kepada

Pemcfintah Daerah.

Pengakuan utang retnbug se<ara tidak langsung sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b dap€t diketahui dan pengajuan permohonan angsuGn

(3)

(s)



,r,ndrlr
ll5!pt20rt

atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib

retribusi.

Pasal 44

(1) prutang retribtrsi )arE tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk

melakukan pen gihan telah kedaluyrarsa, dapat drhapuskan.

(2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi

daerah yang sudah kedalulvarsa sebagaimana dimaksud pada alat (l).
(3) Ketentuan lebih lanjLt mengenai tlta cara penghapusan piutang retribusl

daerah yang sudah kedaluwars. diaturdalam peraturan Kepata Oaerah.

pa'at45

(l) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentil atas

dasar penczpaian knerF tertentu.

(Z) Pemberian ins€ntrf sebagaimana dimakud pada afat (.1) ditetapkan melalll

Anggardn Pcndapatan dan Selanja Daerah.

(3) Ketentuan lebih laniut mengenai tata @rd pemberian dan pemanfaabn

insenuf sebagaimana dimakrLd pada alat (l) diatur dengan Peraturan

Kcpala Daerah derEan b€rpedoman pada peratuGn perundang-undangan

yang bcrlaku.

8AB )CryI

INSEI{IIF PEI.:UN6UTAN

8AB UVII

PELAKSANA PEI,AYANAN

BA8 )fiVIII

SANKSI ADTIINISTRASI

pasal 46

Pelayanan parkjrlpenyelenggaGan perparkjran termasuk pelayanan parklr di tepi

)alan umum drlaksanakan oleh Dinas ydng membidangi urusan perhubungan.



pa!?t 47

(l) Set,ap orang atau badan )ang menyelenggarakan tempat parkir trdak

memrliki izrn sebagaimarE dimaksud dalam Pasal 4 ayat (t) dikenakan

sanlsi administrasi berupa:

a- denda administrasi p€linq ban)€k Rp. 50.000.000,00 (lima pukrh Juta

rupiah);

b. penutupan lok $ penyelenggaraan parkir.

Pdsal 49

Setiap orang yang melanggar ketentuan parkjr di ruang milik ialan,

drkenakan sanksi administ atrf berupa tjndakEn:

a. Pengunoan ban kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bcrmotor;

b. PemindahankerdaGan;

c. Pengurangan angin roda kendaraani dan/atnu

d. Pencabutan pentjl ban kendaraan.

Pemindahan kendaiaan sebagaimana dikamsud pEda alat (1) huruf b

drlakukan senqan cara penderekan ke fasilitas parkr yang sudah ditetapkan

dan/atau ke tempai penyrmpanan keMaraan b€rmotor yang drsediakan oleh

Pemerintah Daerah.

Dalam melakukan pemrndahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat

(l) huruf b, Drnas tidak be(anggungFwab atas kelengkapan dan keutuhan

keMaraan beserta muatann)".

27

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan s€bagaimana dimaksud dalam Pa5al 9 ayat

(3) atau Pael 10 ayat (l), Pasal l0 afdt (4) dikenakan sanksi administrasi

bcrupa penutupan tempat penyeienggaraan parUr.

Pasal 48

Petugas perkrr y"ng tidak melabanakan kewajrban sebagaimana dimaksud

dalam Pasal I{ d kenakan sanksi admrnistraUf berupa:

teguran |sani

peringatan tertuhs; atau

pemberhentian sebagai petugas parkir,

a.

b.

c,

(t)

(2)

l

l

l

(3)



(1)

Pasat 50

V/ajib retflbusi yarE tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang

membayar, drkenakan sanks administ-dsi berupa denda sebcsar 2yo (dua

perscn) s€trap bulan dan ret ibusi yang terut;ng, !"ng tidak atau kurang

dibayar.

Denda sebagaim.ana dimaksud pada afat (l) drtagih dengan mcnggunakan

Surat Tagihan Retribusi oaerah.

BA8 rcC(

848 )}IX
KETENTUAN PIOANA

Pasal52

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(S), Pasal 9 ayat (3), Pasal 13 a'.at (2), atau lzsal 17, drpidana dengan

pidana kurungan paling lama 3 (Lrga) bulan atau denda paling banyak Rp.

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

lvajib retribusi yang tidak melaksinakan kerrajibannya sehingga merugikan

keuangan Daerah d,pidana dengan pidana kurunqan paling lama 3 (tiga)

bulan atau denda paling ban!"k 3 (tjga) kah jumlah retribusi terutang yang

tidak atau kurang drbayar.

llndak Prdana sebagairnana dimakud pada ayat (l) dan ayat (2) adalah

pelanggaran.

pasat5l

Xetentuan lebih lanjut menqenai tata cara pemberian sanks pembcrian sanki

adrninistrasi sebagaimana dimaksJd dalam Pasal 37, Pasal 38 dan Pasal 39,

dratur dalam PeratuGn Kepala Oaerah.

(2)

(1)

(2)

(3)

28



KETENTUAN PENUTUP

pasat53

Pada saat PeraturEn Dacrah inib€rlaku, rnaka:

a. Peraturan Daerah Kota Surabala Nomor 1 Tahun 2009 Tentang

Penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi Parkir (Lembaran OaeGh Kota

Surabaya Tahun 2009 Nomor 1);

C,

b. Peraturan Daerah Kota Surabar" Nomor 8 Tahun

Pela,"nan Parkjr dr Tepi .lalan Umum (Lembaran

Tahun 2012 Nomor 8)j

Peraturan Daerah Kota Sucbaya Nomor 22

Pemindahao KendaGan B€rmotor, Kereta Tempelan

dinyatakan tjdak berlaku (Lembardn Daerah KoLa

Nornor 9/E);

2012 Tentang Retribusi

Oaerah KoLa Surabaya

Tahun 2001 Tentang

dan Kereta 6andengan

Surabaya Tahun 2001

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinF. memerintahkan pengundangan

PeratuGn oaerah ini dengan pen€mpatannyB dalam Lembaran oaeGh Kota

Surabaya.

dicabut dan drnyatakan tidak berlaku.

Diundangkan di Suraba!"

D(etapkan diSurabala

pada tanggal

WAUKOTA SURABAYA

ttd

TRI RISI.IAHARINI
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pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA SUMEAYA,

ttd

HENDRO GUNA\'JAN

LEI'I8AMI1 DAERA'] KOTA SUMEAYA NOHOR- TAHUN

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA

NOMOR ...... TAHUN ......

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN DAN RETRIBUSI PARKIR

l

I

b) U|tlUFl

Peraturan Daerah ini disu5un berdasarkzn

C) PASAL DEMI PASAL

Pasal t
Pasal2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal6

Pasal T

PasalS

Pael9

Ayat (1)

Huruf a

oJkup lelas

cukup Jelas

cukup jelag

cukup jelas

cukup jelas

flrkup jelas

cukup.)elas

cukup lelas

cukup lelas

yang dimaksud

besamya tetap

lamanya parkir.

c!kup lelas

dengan tarif parkir tetnp adalah tarif sewa parkjr yang

(tidak berubah) dan tidak dip€ngaruhl oleh y/aktu atau

Huruf b
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Hurufc

Huruf d

Ayat (2)

Ayat (3)

Pasal l0

Pasal : I
Pasal 12

Pa'3l 1l

Pagrl 14

Pasal 15

Paral 16

Pasal 17

Pasal l8

Pasal 19

Pas.l20

Pasal2l

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal25

Pasal26

Pasal2T

Pasal 28

Pasal 29

Pas.ll0

Pasalll

Pasal 32

Pasal 33

Pasal3{

Pasal35

Pasal36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pas€l4l

Pasal4Z

Pasal 4l

cukup.lelas

orkup jelas

orkup ielas

clkup ,elas

cukup jelas

cukup jelas

cukup Flas

crrkup Flas

cukup ielas

cukup Flas

cukup jelas

cukup jela5

cukrrp ielas

cukup jelas

cukup jelas

cukup jelas

cukr,p lelas

c!kup lelas

cukup jelas

cukup jclas

cukup ielas

cukup.ielas

cukup jclas

cukup lclas

cukup jelas

cukup lelas

cukup jelas

cukup jelas

cukup lelas

cukup jelas

cukup jelas

cukup jelas

cukup jelas

cukup jelas

cukup jclas

cukup jelas

cukup jelas

cukup jelas
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Pasal44

Pasal 45

Pasal 46

Pasal47

Pasal 48

Pasal 49

Pasal50

Pasal 51

Pasal 52

Pasal 53

Pasal 54

cukup ielas

cukup )elas

cukuP Jelas

cukup ielas

cukup Jelas

cukup )elas

cukup ielas

cukup Jelas

oJkup.jelas

cukup ielas

cukup jelas

TAI'IBAHAN LE}IBAPJN DAERAH KOTA SUMBAYA NOMOR


